BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 5%  TAHUN 201}

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden

Nomor 81 Tabun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birckrasi 2010-20235 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010 - 2014 serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road
Map Reformesi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan
pemerintah Daerah perlu  adanya langkah-langkah
pelaksanaan reformasi birokrasi vang telah, sedang dan
akan dilaksanakanan olch Pemerintah Daerah;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pedoman
reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daersh periu
adanya Road Map Reormasi Birokrasi d Lingkungan
Pemerinah Kabupaten Jepars;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada buruf a dan b, periu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Road Map Reformasi Birokrasi di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jepara Talun 2011 - 2015;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-dacrah kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jaws Tengah;

Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana teah
diubah dengmn Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999
terkang perubahan atas Undangindang Nomor 8 Tahun
1974 temtang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nornor
3090);



L]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ientang
Pemyelenggaraan Negarn Yang Bersih dan Bebas dari
Rorupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan.
Lcn:i:unn Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 3! Tahun 1999 temtang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Talun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Talun 2008 terwang Perubahan Kedus Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 terntang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700}

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12 Tambeahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undsangan (Lembaran
Negarm Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 4593);



Menctapkan :

10.Peraturan Pemernintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Rota (Lembaran Negura Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangks Menegah Nasional Tahun 2010 -
2014;

Perauran  Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Dei grRefor. masi Birokrasi 2010 - 2025

13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tertang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah

15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 201]

tentang Pedoman Pelaksansan Progam Manajemen
Perubahan;

16.,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011
Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI IDn LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 -2015

Pasal 1

Menctapkan Road Msp Reformasi Birokrasi di Lingikungan Pemerimah

Kabupaten Jeparas Tahun 2011 - 2015 scbagaimana terlampir dalam
Peraturan Bupeati ini

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2011 « 2015 sebegaimana dimaksu] dalam Pasal 1 sebagai acuan
untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jepara periode 2011 - 2015,



Pasal 3
Meformas: Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
2011 - 2015 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan

soahan Daerah berdasarkan masukan dan grahan dari Tim Pengarah
#: Birokrasi Kebupaten Jepara

Pasal 4

Pelmksanaan Road Map Reformesi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Eabupeten Jepara Tahun 2011 - 2015 dilaksanakan oleh masing-masing
Saruan Kerja Perangket Dasrah Kabupaten Jepara

Pasal 5
Ketua Tim Pelaksansa Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi kepada Bupati Jepara

Pasal &
Peraturan Bupeti ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berika Dasrah Kabupaten Jepara
PENELITIAN PRODUK HUKUM Ditetapkan di Jepara

bl L] pada tanggal 1 Odtecmber 200

BUPATI J

_ " HENDRQ MARTQ.JO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal » Doenbev 201

SEKRETARE DAERAH KABUPATEN JEPARA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 44



LAIMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 52 Tahun 2011
TANGGAL :2] Desember 2011

---------------------------------------

BAB |
PENDAHULUAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRAS! DI LINGR UNGAN PEMERINTAH
RABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 - 2015

A LATAR BELARANG

Refnrmani  Birokraai pada dasarmya adalah upava untuk
melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualites
regulasi. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh
aspek  penvelenggaraan pemerintahan  dan  meningkatkan  kualitas
pelavanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan ummngkatkan
kepercayaan masyaraket kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknva
sangatnndahtmtukdipahami.mtamdsdalammammgandung
kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubshan tidak hamnya
sckedar perubahan terhadap mukmr organiusi, tetapi juga menyangkur
berbagai proses peryelenggaraan pemerintahan di daerah; harmoenisasi dan
sireamlining berbagai rcgulasi, perubahan mendorong pada sistem
manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi, den
perubahan pada sistemn pengawasan dan akuntabilitas yang mampu
mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang beraih dan bebas KKN
Langkah-langkah perubahan tersebut diharapian dapat membawa dampak
positil terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta
perubahan pola pikir dun budaya kerja aparatur.

Kescluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi
saling terkait satu sama lain, perubshan di satu aspek akan memberikan
pengaruh pada aspek lain Karena itu refyrmasi birokrasi membutuhkan
wakiu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran,
pamang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan
demikian, makas pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus
merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana
sctinp tahapan harus menghasilkan output yang mcmberikan dampak
penguatan perubahan pada tahapan Sd.n.ml.ltl'ljrn.

Terkait dengan ha! tersebul diatas, maka dalam
mewujudkan terlaksannya reformasi  birokrasi, Pemerintah  Kabupaten
Jepara menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat
mendukung pencapaina visi, misi Pemerintah Kabupaten Jepara.

B. Kondisi Saat Ini

Pemerintah Kabupaten Jepara akan melaksanakan program
reformasi birokrasi peda periode 2011-2015. program reformasi birokrasi
diharapksn memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan
terhadep peningkatan kinerja unit-unit kerjp di lingkungan Pemerinlah
Kabupaten Jepara, yang pada akhirmya memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan kinerje organisasi secara keseluruhan dalam
memberikan dukungan tweknis dan administrasi serta analisis kepada
Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan,



i Pemenntah Kabupaten Jepara saat [ni antara lain

organisast Pemenntah Kabupaten Jepara telah mengurangs
tindih fungsi vang ada schingga terjudi  peningkatan
dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Fﬂmah Rabupaten Jepara telah memiliki  berbagai  standar
pelavanan schingga pelayanan  den  pelaksundan  tugas  dapat
daksariakan dengan lebih  efekeif, efisien, dan  terukur, serta

masvaraks mendapatkan kepestian pelayanan.

3 Manarmen SDM di lingkungan Sekretarial Kabinet dilaksanakan

dengan relatif lebih objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

2 Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai
5. Meningkarnya pemanfaatan twknoogi informasi dan  komunikasi

dalam menunjang tatalaksana (business process) schinggu proses
birokrasi menjadi lebih efisien, efdetif, dan transparen dan memberi

kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan
mengakses informasi

Namun demikian, masih terdapet beberapa hal yang masih

periy umuk terus ditingkatkan. Kondisi vang masib perlu ditingkatkan
wrac bt dapai dilihat pada uraian sebagai berikut:

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi di lingkungan Pemerinlah
Kabupaten Jepara, yaku mesih adanya pda pikr imind set} dan budaya
kenja (culture sef vang kurang berorientasi pada kinerja. Sdain ilu,
belum adanya dokumentasi yang memadai untuk mengidentifi kasi
komitmen pinpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara
lerhadap Reformasi Birokrusi,

Peraluran Perundang-undangan

Rancangan-rancangan  Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan
Instruksi Bupali yang diajukan cleh SKPD kepada Bupeti scringkali
masih terdapat substansi yang belum harmonis baik di dalam
pengaturannya mMmaupun dengan peraturan  perundung-undangan
terkait. Persoalan lainnya SKPD seringkali menyampaikan rancangan
yang belum dikoordinaskan dengan instansi terkait.

Kelembagaan
Mckanisme kerja/koordinasi anmtar unil oOrganisasi belum berjalan
sccara optimal Selain itu, dokumentasi, monitoring, cvaluasi dan

tinduk lanjut etas permasalahan/kendala dalam rangka meningkatkan
koordinasi antar unit belum sepenuhaya memadai.

Tala Laltsana

a. SOP/standar pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara
optimal olkch maesing-masing unit kerja d lingkungan Pemerimah
Rabupaten Jepara.

b Sampai dengan samt ini pemanfiaatan teknologi informasi belum
merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerimiah Kabupaten
Jepara. Hal ini bisa dilihat antara lain masih belum efrktifnya
penggunaan Sisten  Informasi Persuratan Terpadu (Mail Tracking).



S Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Penyusunan formasi pegawai belum berdusarkan pada hasil
analisis jabatan dan beban keria

Swandar Kompetensi Jabatan Fungsional belum disusun.

Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur,
Pendidikan dan pelatihen pegawai belim scpenulnyas didasarkan
pads kompetensi jabatan.

Pemberian sanksi terhadap disiplin pegawai belum optimal,

Sistern remunerasi vang layak dan adit belumn dibentuk.

Sistem Penilaian Kinerja Individu belum dibentuk.

Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai
belum dilakukan.

Pengelolaan sumber daya manusia belum didukung oleh
sistern informasi kegawaian yang terintegrasi.

6 Pengawasan

a. Implementasi Sistern  Pengendalian  Intern  Pemeriniah (SPIP)
belum berjalan sepenuhnya.

b Tindak lanjut stas implementasi program antikorupsi (fraud control
plan) bdum sepenuhnya di laksanakan dengan optimal.

¢ Fungai Aparat Penguwasan Internal Pemerintah (APIP) bdum
dapet berjalan optimal

d hmgm pengawasan alas kegiatan assurance (monitoring, cvaluasi,

audif), dan oonsuiting (sosinlizasi dan bimbingan

tclmin] terhadap pengelolaan keuangan daerah belum  berjalan
Lo

e mpnmal. e-procurement dalam pengadaan barang dan jsa belum
sepenuhnya diterapkan.

an g
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7. Akuntabilitas

a. Dokumen Akuntabilitas Kineria Instansi Pemeriniah (AKTP)

belum  sepenuhnya  dgunakan — scbagai | &cuan dalam
PENyCmMPUITIAATI  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
tugas, dan cvaluasi serta ingret  dalam manajemen organisasi.

b Sistern manajemen kinerja  terpada  belum  diimplementasikan
sepenuhnya dan beaum ditunjang olch Sistemn Kinerja Individu.

8. Pelayanan Publik

a. Layanan publik yang disclenggarakan di Pemerintah Kabupalen
Jepara belum dilaksanakan secara optimal.

b Belum dikembangkan instrumen dan mekanisme untuk mengukur

tingkat kepussan hasi] laysnan

Monitoring dan evaluasi kinerja pcayanan belum dilakukan secara

berikala.

Survei kepuasan penerima layanan belum dilakukan secara rutin.

Sirategi  peningkatan image organisasi belam  dikembangkan

sccara optimal.

Lo
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B. kondisi yang Diharapkan
Memperhatikan  permasalahan-permasalahan  birokrasi  vang

i Al mis enDedenel e 1 all ol ana oy lasmaro rmalta soda oaadas



tabun 2015 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara

diharapkan sudah dapat mencapai pengusian dalam beberapa hal berikuc:

l. Pimpinan dan pegawai Pemerinlah Kabupaten Jepara memiliki
komionen yang kuat terhadap Reformasi Birokrasi, yang dicapai
melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja, schingga menurunkan
risiko kegagwlan yang discbabkan kemmungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan. _ ]

2 Memarunnya tumpang tindih tuges dan fungsi serta meningkainya
kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi

3 Meningkatnyn elektivitas dan fisiensi pelaksansan tugss dan fungsi
scharuh  unit kerja d lingkungan Pemerintah Kabupalen Jepara
melalui penerapan  sisiem, prosedur, dan mekanisme kerja, seria
standar pelayanan yang jelas, tertib, cfisien, efcktf, transparan, dan
akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan tcknologi
ndnrmasi dan komuni kasi yang memadai, schingga pdaksanaan tugas
dan fungsi dapet disclesaikan dalam waktu yang lkebih cepat, 1erukur,
dan trensparan, scrta tidak mewmberikan peluang untuk terjadinya
praktik korupsi, kolisi dan nepotmme (KKN}.

4, Terbentuknya profesionalisme dan disiplin SDM  aparatur  melalui

peningksian ketaatan, transparansi, akuntabilitas dan efektifias dan

cﬁswnm dalam pengelolaan SDM Aparatur.

5 Meningkatnya kepstuhan dan elektiviias terhadap pengelolaan

keuangan daerab, schingga memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP} dari Budan Pemeriksa Reuangan.

Tidak adanya penyalahgunasn wewenang.

Meningkatnya nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jepara

Terbentuknya unié pedayanan infiormasi publik vang menghaasilkan

pelayanan publik yang terjangkau, pasti waktunya, den jelas proscdur

pdayanannya.

Maksud dan Tujuan

>

Road map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jepara agar berjalan efektif, ecfisicn, terubour, konsisten, terinlegrasi,

melembaga dan berkelanjutan.
DASAR HUKUM REFORMAS! BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi birokrusi perlu didukung oleh komitmen
nasional, hal ini ditegaskan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jungka Panjang Nasional 2005 -~ 2023, yung menyebutkan behwa
pembangunan aparatuwr negara dilaksanakan melalui  reformasi
birokrasi

2. Permuran presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014 yang mencgaskan reformasi
birokrasi sebagai prioritas utama;

3. Perawran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;



4. heputusan Presiden Nomer 14 Tahun 2010 lentang Pembentukan
Komitc Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tertang Road Map Reformani

Birokrasi 2010 - 2014;

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birckrasi Pemerimah
kabupaten Jepara tahun 2011 - 2015 mencakup :

1. Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara

Tervujudnya penguatan birokrasi pemerintah daerah dalam
terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebes dari korupsi, kolusi dan
nepotisme  (KKN), meningkatnya kapasitas dun akuntabilitas kinerjo

birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara.

2 Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama peaksanaan makro menvangkut
penyempurnaan regulasi Pemerintah  Kabupaten Jepara Iﬂ'hadap
prioritas program reformasi birckrasi. Kedua, adalah  tingkat

mikro yaitu mendorong kebijakan- kehn;nknn inovatif,

pelaksanaan
menterjemahkan kebijakan makro, dan

ikan pelaksanaan

reformasi birckrasi di tingket SKPD Pemerintah Kabupaten Jepara.

Program

Progrum - ppgun berorientasi pada hasil {outcames oriented programs),
baik pada tingkat makro maupun tingkat mikre scbagaimana

dikemukakan dalam tabel berikuat i :

Tabd 1
Program Pada Tingkat Makro dan Mikro
PROGRAM %
UNTUK PROGRAM UNTUK =
TINGKAT TINGKAT MIKRO | HASIE. YANG DIHARAPKAN
MAKRO | =
] ' 2 : L g 3
Penguatan . Evaluasi kl:lem.bagn.nf a. Organisasi yang tepat fungsi
Peraturan perangkat dacrah dan lepat ukuran, sescai
kelembagaan ' b Penataan kembali dengan karakteristik, kondisi
(Organisasi) kelembagnan perangkal dan kebutuhan daerah
' dengan prinsip| daerah b. Tercipranya sinergilas |
| efektifitas, ¢. Monitoring dan kelembagaan antara
elisiensi dan | evaluasi secara berkala kabupaten dengan |
| proposional efektifitas dan efisiensi kabupaten/kota leinnys sera |
kelembagaan perangkal dengan provinsi.
daerah '
d Penyusunan  analisis
beban kerja




Penyusunan pola
hubungan kerja SKPD
Simplifikasi pedoman
tata naakah dinas
Evaluasi
ketatglaknangan di
lingkungan SKkPD
Kabupaten Jepara

Sistern. Proses dan prosedur
kerja yang jelas, efizktif, cfislen,
terukur dan sesual  dengan
prinsip-prinsip good governance |

&. Penyusunan  standar

kompetens: jabatan
unan
perencanaan  {formasi)

Melakukan analisis
kebutuhan dan

pengembangan  sistem
dikiat

Penma.m sistem
tunjangan kinerna
anyumnan pola karier
(sistern  penempatan,
piomosi dan mutexi)
Penyusunan database |
SDM apatatur

Peraturan
Pengawasan

|

i_ C.
!

|
== B

" Penyulun.nﬁ' _pclnpnrnn_

" Penguatan | a Workshop  pengustan

I(inm:ia b Bimbingan Teknis |

' d.

pdaksanaan inpres |
Nomor 5 Tahun 2004
tertang percepatan |
pemberantasan korupsi |
Penambaehan tcnaga
fungsional khusus
auditor

Rapat koordmasi APP
sccara berkaln

SOM aparalur yang |
berintegritas, netral, kompeten,
capabel, profesional, berkinerja

tlinggi dan gejahiers

Mcningkatnya penyclenggaraan

pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN

Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah.

mengenai Impiementiani
SAKIP dalam
pelaksanaan

pemerintahan dan |

pembangunan.
Rakornis Implementasi
SAKIP Pemerintah

Daerah,
Singkronisasi KU SKPD |
dengan KU Pemerintah

Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi




Dacrah.
e Pervusunan Data
. Kinerja Pemerintah
Daerah .

Pengualan
Peraturan
Peningkatan
Rualicas
Pelayan Publik

a. Evaluasi Pelayanan
Publik.

b. Survey |IKM.

¢ Penyusunan Standar

Pelayanan Publik (SPP}

di masi_ng-masing
maning SKPD.
d. Penerapan kualitas uni
pelayanan yang
| berbasia sistem
| manajemen mutu vang
internasional.
e Sertifikasi dan

penerapan International
Standart  Organisation
{180}

{. Pengustan Pdavanan
Terpadu Satu  Pintu
(PTSP). -

g- Peningkatan
Kompetensi aparatur
dalam pelayanan |

publik.

kebutuhan




BAB [

IPROGRAM PELAKSANAAN REFORMAS! BIROKRASI.

gka tervwujudma  sinkronisasi dan  sinergitas  Reformasi
tah Daecrah. maka langkah -langkah/ tahapsan pelaksanaan
' i & Kabupaten .Jepara 2011-2015 baik pada tingkat makro
mikro mengacu pada Garand Design Reformasi Birokrasi 2010-
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Setiap tahapan
an reformasi birokrasi dimaksudkan untok memberikan dampak
pada langkah berikutnya. Tahapan peloksanaan reformasi birokrasi
g barkan schagai berilour.

MEsanaan Reformasi Birokrasi 2011- 2015 pada Tingkat Makro
Mrogram, hegiatan. Agenda, dan Hasil yeng Diharapkan pada Tingkat Makro
{F11-2015|

1! Program Penataan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cfisiensi dan  efektivitas

kelembagaan  pemerintah  daerah  secara proporsional sesvai  dengan

kebutuhan pelaksanaan tuges-tugas pemerintahan, séhingga organisasi

birokrasi menjad tepat fungsi dan tepat ukuran jright sizing: Target yang

ingin dicapai melalui program ini adalah:

& menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Pemda;

b) meningkatnya kapasitas kelembagann dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Pemda.

2) Program Penmann Tatalaksana
Program ini bertuyjuan untuk meningkatkan efisiensi dan efekiivilas bisnis
proses dan mekaniame kerja/prosedur dalam  sistem  manajemen
pemerintahan. Target vang ingin dicapai melahui program ini adalah:
8 meningkainya penggunaan teknologi  informasi  dalam  proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
b} menmgkainyr cfisicnsi dan efelctivitas proscs manajermnen pemerintahan.

3 Prugram Penataan Sistern Manajemen SDM Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionaline SDM Aparatur
yang didulkung olch sistem rckruitmen dan promosi, serta pengembangan
kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain i,
program ini juga diharapkan mampu mendorung mwobilitas antaraparatur
daersh, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusal dan daerah, serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kescjuhleraan yang sepadan. Target
yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) meningkatya ketastan t:rhndnp pengeloann SDM Aparatur;
b} meningkatnya trunsparansi dan akuntabilitas pengelolasn SDM

Aparatur;

g meningkatnya disiplin SDM Aparatur;
& meningkatnya cfcktivitas manajemen SDM Aparatur;
4 meningketnyn profesionaliame SDM Aparatur.

4} Program Penguatan Pengawasan
Program ini bertujuan umuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
vang bersih dan bebas KKN. Target vang ingin dicapai melalui program ini
adalah:
a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan Keuangan negars;
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a) menmngkamya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
bl meningkatnya efektivitan pengelolaan keuangan negars;

¢) meningkatnya status opini BPK;

d menurunnya tingkst penvalahgunaan wewenang.

S Progmam Pengustan Akuntabilitas Kinerja
Program ini bertujan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
b} meningkamya akuntabilitas instansi pemerincah.

Program ini bertujuan umuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai

mdalui program ini adalah:

a) meningkstnya kualias pelayanan publik kepada masyarakat
w. cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki

stian);

b} meningkainya jumlah unit pelavanan yang memperoich standarisasi
pelayanan internasional;

¢ meningkmnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik.

Pelaksansan Reformasi Birokrasi 2011-2014 Pada Tingkat Mikro
l"t'logrm'l:l.2 Kegiatan, Agenda, dan Hasil vang Diharapkan pada Tingkat Mikro
(2011-2014)

Pada tingkat mikro, eda beberaps progam reformasi birokrasi Yang
diluksunakun, scpertl yung dikemukeican i bawah ini
1) Program Manajemen _
Program ini bertujuan untuk mengubah secars sistematis dan Konsisten

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) meningkstnya komimen pimpinan dan pegawai Pemda dalam
melakukan reformasi birokrasi

b) teriadinya perubahan pola pikir dan budays kerja Pemda;

d memurunnya risiko kegagalan yang discbabkan kemungkinan timbulnya

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program ini bertyjuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemda. Target yang
ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang
undangan yang dikeluarkan oleh Pemda;
b) meningkmnyn efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan

3 Program Penstaan dan Pengustan Organisasi
Program ini bertujuan umuk meningkatkan efisiensi dan efiektiviias
organisasi Pernda secara proporsional sesuai  dengan  kebutuhan
pelaksanaan tugas masing-masing, schingga organisasi Pemds menjpdi
tepat fungsi dan tepat ukuren (nght sizing.
Target vang ingn dicapai melatui program ini adajah:
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va tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Pemda;
tnva kapasitas Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan

Penataan Tatalaksana

ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem,
, dan prosedur kerja vang jelas, efekuf, efisien, dan terukur pada
mmsirg-maging SKPD. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
- meningkatnys  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemnda;

o meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses mansajemen pemerimtahan
¢} meningkatnya kinerja di Pemda.

51 Program Penataan Sistemm Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan umiuk meningkstkan profesionalisme SDM aparatur

pada masing-masing SKPD, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan

promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaj

dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicepai

melalui program ini adalah:

a) meningiatnya w terhadap pengelolaan SDM  Aparatur pada
masing-masing

b} meningksthya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
Aparatur pada masing-masing SKPD;
¢ meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing SKPD;

d) meningkmnya efektivias manajemen SDM Aparatur pada masing-
masing SKPD;

¢ meningkatnya profesionalsme SDM Aparatur pada masing-masing /

6} Program Penguatan Pergawasan
Program ini bertujuan umuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebes KKN pada masing-masing SKPD. Target vang ingin
dicapai melatui program ini adalah:
a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh
masing-masing SKPD;
v mmﬁngimmy: efektivitas pengedolasn keuangan negara pada masing-

q9 menmghnnyl status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
pada masing-masing SKPD,

dwmmnyﬂnhmanmnngpdaming-maﬂng

7] mm&ngunnﬁkunmhﬂim Kinerja
Program ini bertujuan umuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja SKPD. Target vang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) meningketriva kinerja SKPD;
b) meningkatnya akuntabilitas SKPD.

8§ Program Peningkstan Kualitas Pelayanan Publik
Prwnmlmberm,]umumuk meningkakan kualitas pelayanan publik pada
masi ng-masing SKPD sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target
yang ingin dicapaj melalsi program ini adalah:

o) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, leblh murah, lebih
aman. dan lebik mudah dijangkau) pada Pemda,
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tnva jumlah unit pelayvanan vang memperoleh standardisasi
internasional pada Pemnda;

meningkatmya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyeienggaraan
pelavanan publik oleh masing-masing SKPD

. % Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program ni bertujuan umtuk mnejamin  agar pelaksanasn reformasi
birvkrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang diteiapkan
dalam road mep Pemda. Target vang ingin dicapai mdalui program ini
acalah memberikan peringstan dini tentang resiko kegagalan pencapaian
target vang ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro wrsebur,  peri:

memperhatikan hal-hal di bewah ini

1) Setiap SKPD pada dasarnya memiliki kemajuan yang berbeda. Ada SKPD
yang sudah melaksanakan sehagian program reformasi birokrasi, tetapi
ada pula yang beium melaksanakan program reformasi birokrasi

4 Tahun secbagai awal dimulainya pelaksanasn program reformasi
birokrasi juga berbeda. Oleh karena itu, berbeda dengan tingkat
pdaksanaan makro, pada tingkst pelaksanaan mikro tidak ditetapkan
agenda waktunya. Hal ini  dikarenakan setiap SKPD memiliki
karakteristik yang berbeda.

Program, kegistan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan
mikro tersebut di atas, adalah:

Tabel 2
Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro
(2011 - 2014)
- PROGRAM DAN KEGIATAN ] HASIL YANG DIHARAPKAN
A MANAJEMEN PERUBAHAN |
1. Pembentukan tim manajernen | Tim manajemen perubahan
perubahan
2 Penyusunan ltrltegi manajemen | Strategi  manajemen  perubahan dan |
perubahan strategi | strategi komunikasi seria
i komunikasi | terbangunnya komitmen, partigipasi
| dan  perubahan  perilaku ynngl
| diinginkan

' 3. Sosialisasi dan internalisasi | Terbangunnya kesamaan persepsi,
' mansjemen  perubahan  dalam | komitmen, konsistenai scTia
rangka reformasi birokrasi  keterlibatan  dalam  pelaksanaan |
1 program  dan  kegistan  reformasi |

birokrasi pada eseluruh tingkatan
pegawai
B. PENATAAN PERATURAN i
PERUNDANG-UNDANGAN ;
Penstaan berbagai peraturan  Identifikasi  peraturan  perundang
perundang-undangan yang undangan yang dikeluarkan/

| dikeluarkan /diterbitkan oleh Pemda | diterbitkan oleh Pemda sebagai daesar
untuk meakukan regulaai  dan|
deregulasi
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PENGUATAN |

| penataan tuges |
wt kerja pads Pemda |

Peta tugas dan fungsi unit keria pada
Pemda yang tepat fungsi dan tepa
ukuran {(nght sizing) vang dapat
mendorong  percepatan  reformani |
birokrasi.

| Unit kerja organisasi, tawlaksana, |
 kepegawaian dan dikiat yang mampu

mendukung tercapainya _tqiuan dmmF

sasaran reformasi

D. PENATAAN TATALAKSANA

1. Penyusunan SOP penyvelenggaraan
tugas dan fungsi

z&ubangummu&ngemhanganl
e-governmernt

Dokumen SOP penyelenggaraan tugas
' den fungsi
|
Tersedianya e-government pada

masing-masing SKPD
i

E PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM APARATUR

rekrutmen

1. Penataan sutem
, -
2. Analisis jabatan !

3. Evaluasi jabatan

4, Penyusunan wsandar kompetensi
jabatan

5 Asesmen  individu  berdasarkan
kompetensi .

6

7. Pembangunan/ Pengembangan

| database pegawai '

B

kompetensi

r Dokumen kualifikasi jabatan

Sistem rekrutmen yang terbuka,,‘
transparan dan akuntabe!

Dokumen peta dan urasian jabatan |
Peringkat jabatan dan harga jabatan ‘

Peta profil kompetensi individu

Pencrapan sistem penilaian llmcqahmtqn individu yang teruicur
individu.

I
Ketersediman data pegawai }r.lng‘
minakhir dan akcurat '

Pengembangan pendidikan dan | Pendidikan dan pelatihan pegawal |
pelatihan  pegawai berbaais | berbasis kompetensi ‘

F. PENGUATAN PENOCAWASAN

' 1. Penerapan Sistem  Pengendalian
- Intern Pemerintah (SPIP) peada
masing-masing SKPD

' 2. Peningkatan Peran Aparat
. Pengawasan Interm  Pemerintah
IAPIP} sebagai Quality Asswance
dan consuiting

Peningkatan ketaatan, efisiensi dan |
clicktivias pdaksanaan tugas dan |
fungsi

Peningkatan kualitas pertanggung- |
jawaban pengelolaan keuangan
Negara
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AK UNTABILITAS

Penyusunan  Indikator  Kinerja
Utama (KU} pada SKPD.

i:imnjal

 akuntabilitas kinerja

Peningkatan kualitas

Sistem yang mampu mendurnng.
wreapainys  kinerja organisasi yang |

terukur

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada SKPD

PENINGRATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

. Penerapan standar pelayanan pada

unic kerja masing-masing SKPD

Partisipasi masyaraket dalam

penyeienggaraan pelsyanan publik

kualitas pelayanan

Peningkatan
publik (lebih cepat, lebih murah, lebily

| aman, dan lebih mudah dijangkau)
Peningkatan kualitas pelavanan dasar |

pada SKPD
Peningkatan partsipasi masyvarakat

MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

. Monitoring.

Evaluasi (dilakukan setiap tahun
sckali)

Evaliasi menyeluruh
pada semester kedua 2014)

(dilakukan |

Laporan monitoring

- Laporan evaluasi tahunan

Laporan evaluasi lima tahunan

laporan |
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Prioritas Pelaksanaan Reformas: Birokrasi

Pelaksanaan refomasi birokrasi dilalukan dengan penetapan prioritas SKPD
berdasarkan kepentingan strategis bagy Pemerintah Daeerah dan manfaat bagi
masyarakal. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Dacrah maka
folkkus dan lokus reformesi birckrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas
ubagm berikut:
Prioritas pertama  SKPD vang terkait dengan penegakan hukum, pengelola
keuangan Daerah, pemeriksa dan pengawasan keuangan Daerah,
penertiban aparatur daerah;

- Prioritas kedua, SKPD vyang terkail dengan kegiatan ckonomi, siatemn
produkai, sumber penghasilan penerimaan Daerah dan unit organisasi
yang melayani masyarakal secara langsung;

- Prioritas ketiga, SKPD yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

- Penetapan prionitas SKPD dilakukan ojeh Bupati.

Pringip Pelaksanaan

a. Seluruh SKPD diwgjibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai
amanst Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

c. SKPD yang melakukan reformasi birokresi harus menyampaiken usulan
dokumen dan road map kepada Tim Reformasi Birokrasi

d Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan
reformasi  birokrasi dan diharepkan dananva  bersumber dan
elisiensijoptimalisasi pagu anggaran belanja SKPD danfatau peningkatan
penerimaan yang dihasilkan;

¢. Tunjangan kinerja diberikan secara  bertahap sesuai  kemajuan
keberhamlan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tunjangan Kinerja

Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi

Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi

birokrasi atas dasar kinerja yang tclah dicapai oleh seseorang individu

pegawal Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus scilan
dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya, Oleh karena itu,
tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun scglan
dengan peningkatan atay penurunan kinerja yang diukur berdasarkan

Indikator Kinerja Utama. Sementara itu, remunerasi adalah semua bentuk

imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada

organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapet bersifat
langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan
dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu,

Remunerasi diberikan dalam bentuk:

) gaji pokok;

2) tunjangan, meliputi tunjangan jebatan, tunjangan prestasi (insentif),
tunjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi scsuai dengan
tingkat kemahalan di masing-masing dacrah), tunjangan hari raya, dan
tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di dacrah terpencil,
dacreh konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau
berisi ko tingg

3 imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan keschatan dan jaminan

pensiun.
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prinsip-prinsip:

- Efisicnsi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah,

‘- Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran wnjangan Kkinerja
sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
berdasarkan has] penilaian pdaksanaan program dan kegiatan reformasi
birokrasi pemerintah daerah
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MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRAS!

Monitoring

Monitoring minimal dilalukan setiap enam bulan sekali, Tim pelaksana
melakukan monitoring pelaksansan reformasi birckrasi pada masing-
masing SKPD. Haall monitoring disusun dalam bentuk laporan yang
disampaikan kepada Bupati.

Evaluaw

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-
masing instansi, wsetahun seckali Tim pelaksana melaltukan evaluasi
werhadap pelaksanaan reformasi birckrasi pada masing-masing SKPD.
Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD scbagaimana diuraikan
dalam dokumen RMRB ini Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan
dan disampeikan kepada Bupati. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim pengarah
memberikan saran/rekomendasi berkaian dengan retward dan punishment
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pela poran

Tim pelaksana menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pada masing-masing SKPD. Tim menyampaikan laporan
konsolidasi dimaksud kepada Tim Pengarah.

- — e m—

|'Efih‘. b F '1‘.

el ¥

§ ——— S . |

i

L

- -

& i



